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ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PERSENTASE LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022)

Oleh

ADELIA CLARISA FERIYANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat
yang dihadapi oleh KPU Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan SPIP
sehingga bisa merumuskan upaya yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan
agar penyelenggaraan SPIP berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan
unsur-unsur SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan adopsi
dari konsep pengendalian intern COSO dimana terdapat 5 unsur dan 13 sub unsur
dari SPIP yang menanamkan prinsip-prinsip Good Governance yakni kewajaran,
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemandirian. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan,
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
penyelenggaraan SPIP pada KPU Provinsi Lampung belum optimal. Dari 5 unsur
SPIP yang telah dilaksanakan, satu unsur penyelenggaraannya terlaksanakan
dengan optimal yaitu unsur lingkungan pengendalian, dan empat unsur SPIP
lainnya yaitu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan pengendalian internal, penyelenggaraannya terlaksana tetapi
belum secara optimal. Sedangkan untuk hambatan pada pelaksanaan SPIP di KPU
Provinsi Lampung terdapat pada SDM-nya bahwa para staff dan pemimpin di
KPU Provinsi Lampung belum menjalankan kegiatan SPIP ini dengan optimal
karena masih kurangnya personil yang diberi tanggung jawab terhadap pelaporan
SPIP ini. Kebijakan perbaikan penyelenggaraan SPIP diperlukan mengingat
penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Lampung sangat erat hubungannya
dengan Good Governance yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Kata kunci: SPIP, KPU, Kartu Kendali



ABSTRACT

FACTORS CAUSING THE DECREASE PERCENTAGE OF GOVERNMENT
INTERNAL CONTROL SYSTEM REPORTS
(Study at the Province Lampung Election Commission year 2022)

By

ADELIA CLARISA FERIYANTI

This study aims to know and to understand the inhibiting factors faced by the The
General Elections Commission (KPU) Lampung Province in implementing the
Government Internal Control System (SPIP) so that the policy makers can
formulate the efforts that need to be made so that the implementation of the
Government Internal Control System (SPIP) runs well. The adoption of the
COSO internal control concept where there are 5 elements and 13 sub elements of
the (SPIP) that instill the principles of Good Governance namely fairness,
transparency, accountability, responsibility and independence. This research was
a descriptive study with a qualitative approach. The data collection techniques
which were carried out in this study were observation, interviews, and
documentation. The results of this study show that the implementation of the
(SPIP) at the General Elections Commission (KPU) Lampung Province has not
been optimal. From the 5 elements of the (SPIP) that have been implemented, one
element of implementation was optimally implemented, namely the element of
control environment, and the other four elements of SPIP, namely risk assessment,
control activities, information and communication, and monitoring of internal
control, implementation has been implemented but not optimal. Whereas the
obstacles to the implementation of the (SPIP) at the General Elections
Commission (KPU) Lampung Province was in its Human Resources (HR), that
the staff and leaders at the General Elections Commission (KPU) Lampung
Province have not carried out this the (SPIP) activity optimally because there was
still a lack of personnel who were given responsibility for reporting this the
(SPIP). The policy to improve the implementation of the the Government Internal
Control System (SPIP) is needed considering that the implementation of the the
(SPIP) within the Lampung Provincial the General Elections Commission (KPU)
is very closely related to Good Governance which aims to create governance that
is orderly, effective, efficient, accountable and transparent.

Key: SPIP, KPU, Control Card
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“boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Bagarah:216)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(QS. A-1-Bagarah:286)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin
tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak
ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan
apa yang kita perjuangkan hari ini.
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SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPI : Sistem Pengendalian Intern
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah Good Governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan
yang baik ataupun penyelenggaraan negara yang baik. Untuk mewujudkan
sistem pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), seluruh
kementerian dan lembaga pemerintahan di Indonesia dituntut untuk
menjalankan reformasi birokrasi dan tata kelola pada seluruh jenjang
manajemen sebagai kewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
memastikan bahwa tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan visi dan

misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002,
terdapat lima prinsip good governance, yaitu kewajaran, transparansi,
akuntabel, tanggung jawab, dan kemandirian. Salah satu prinsip tersebut
adalah prinsip akuntabel yang artinya pertanggung jawaban kepada publik
atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah baik dari segi
pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan.
Aspek akuntabel merupakan salah satu bentuk cara legitimasi penyelenggara
pemilu dan mencegah potensi penyelewengan anggaran pemilu. Konsep
akuntabel merupakan kunci dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(Murwanto, 2016: 13).

Upaya dalam mencapai pemerintah yang transparan dan akuntabel bukan
berarti tidak mengalami kendala. Kendala yang mungkin terjadi adalah
adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibat yang
terjadi karena adanya kecurangan adalah tidak tercapainya tujuan dari

organisasi, dimana dalam hal ini adalah organisasi pemerintah. Hal ini tentu



saja tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan
yang baik dan bersih. Untuk mewujudkan Good Governance maka diperlukan
pengawasan secara eksternal dan internal pada seluruh penyelenggara
pemerintahan. Salah satu bentuk pengawasan internal adalah penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangatlah penting. Hal ini
merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kepala Perangkat Daerah.
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus didukung
dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar penyelenggaraan
kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan
pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan
efektif sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa
penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan
efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset,

dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mewajibkan seluruh
kementerian dan lembaga pemerintahan untuk mengendalikan seluruh
kegiatan dengan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Tujuan
dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60
Tahun 2008 yaitu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai
pengelolaan negara dan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah (gubernur, bupati, dan
walikota) wajib melakukan pengendalian dan mengimplementasikan SPIP di



lingkungannya atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan menetapkan
BPKP sebagai pembina penyelenggara SPIP (Suwanda, 2019: 110).

Oleh karena itu, hal yang sama juga diterapkan pada kelembagaan KPU.
Penerapan SPIP di lingkungan KPU merupakan konsekuensi logis bagi
institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. KPU Provinsi/Kabupa
ten/Kota sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat
meminimalkan resiko yang ada. Peningkatan kualitas dan efektifitas dari
pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan
dapat mewujudkan peningkatan Kinerja, transparansi, keandalan pelaporan
keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara, serta ketaatan
terhadap peraturan perundang undangan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari

SPIP pada PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 2 ayat (3). Selain PP Nomor 60

Tahun 2008, ada beberapa peraturan dan aturan lain yang dijadikan acuan

dalam pelaksanaan SPIP khususnya di Lingkungan KPU baik di KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota.

3. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan KPU.

4. Surat Edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang
Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi Lampung dan 15 KPU Kabupaten/Kota di Lampung sebagai

bagian dari KPU RI telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal



Pemerintah (SPIP) sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dalam rangka
pelaksanaan SPIP secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan
oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu
menetapkan Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum di Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaan SPIP pada KPU Provinsi Lampung masih terdapat
beberapa kekurangan yaitu pada Tahun 2020 KPU Provinsi Lampung
mendapatkan surat dari Inspektorat KPU RI dengan nomor surat
427/PW.02.1-SD/08/INSP/I1V/2020 tertanggal 01 April 2020 perihal Teguran
atas Ketidaktertiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali Tahun 2019. Surat tersebut
tertulis bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan KPU Provinsi
Lampung belum melakukan pelaporan Kartu Kendali SPIP di Lingkungan
KPU Provinsi Lampung (Sumber: KPU Provinsi Lampung).

Tanggal 10 Agustus 2022 Sekretaris KPU Provinsi Lampung kembali
menerima surat dari Inspektorat KPU RI tentang Hasil Evaluasi atas
Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Surat ini berisi tentang hasil rapat koordinasi Inspektorat
KPU RI atas penyelenggaraan SPIP serta pengisian dan pelaporan Kartu
Kendali SPIP Wilayah KPU Provinsi Lampung menunjukan perbandingan
persentase penyampaian kartu kendali SPIP KPU Provinsi Lampung tahun
2021 berada diurutan 29 dari 34 provinsi dengan persentase 85,36% dan pada
tahun 2022 KPU Povinsi Lampung masih diurutan 29 dari 34 provinsi dengan
persentase 76,42% yang artinya wilayah Lampung tidak mengalami
perkembangan tetapi malah terjadi penurunan persentase dari tahun

sebelumnya dengan rincian tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2.



Tabel 1. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2021

% Persentase % Persentase
No. wilayah Penyampaian  No. wilayah Penyampaian
Kartu Kartu

Kendali Kendali
1 Nusa Tenggara Barat 100,00% 18.  Sulewesi Utara 96,04%
2. Maluku 100,00% 19. Sumatera Utara 95,84%
3. Jawa Timur 100,00% 20. Bangka Belitung 94,35%
4, Jambi 100,00% 21.  Sumatera Selatan 92,59%
5. DKI Jakarta 100,00% 22. Bengkulu 92,37%
6. DIY 100,00% 23. Papua Barat 91,67%
7. Sulewesi Selatan 99,67% 24.  Gorontalo 91,48%
8. Kalimantan Tengah 99,56% 25.  Sulewesi Barat 90,91%
9. Jawa Barat 99,43% 26.  Sulewesi Tenggara 90,66%
10. Jawa Tengah 98,93% 27. Kalimantan Selatan 89,64%
11. Banten 98,37% 28. Nusa Tenggara Timur 86,15%
12.  Kalimantan Timur 97,78% 29. Lampung 85,36%
13. Kalimantan Barat 97,59% 30. Bali 82,39%
14. Kepulauan Riau 97,35% 31.  Sulewesi Tengah 81,55%
15. Riau 97,12% 32. Kalimantan Utara 77,47%
16. KIP Aceh 96,85% 33. Papua 76,45%
17. Sumatera Barat 96,67% 34. Maluku Utara 49,03%

Sumber: Hasil Rapat Koordinasi Bidang Kesekretariatan, Bandung 14 s.d 16
Maret 2022,

Tabel 2. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2022

% Persentase % Persentase
No. wilayah Penyampaian  No. wilayah Penyampaian
Kartu Kartu

Kendali Kendali
1. Jawa Tengah 99,86% 18. Papua Barat 91,23%
2. Sulewesi Tenggara 99,40% 19. NTB 90,85%
3. DIY 99,12% 20. Bengkulu 89,93%
4, Kepulauan Riau 99,03% 21. Kalimantan Tengah 89,68%
5. Jambi 98,94% 22.  Maluku 88,68%
6. Sulewesi Barat 98,68% 23. Bali 88,35%
7. DKI Jakarta 97,22% 24.  Sulewesi Selatan 87,71%
8. Kalimantan Timur 96,65% 25.  Sulewesi Tengah 86,60%
9. Kalimantan Barat 96,55% 26. Kalimantan Utara 83,34%
10. KIP Aceh 95,83% 27. Sumatera Barat 80,92%
11. Riau 95,82% 28. Bangka Belitung 80,65%
12.  Papua 95,68% 29. Lampung 76,42%
13. Kalimantan Selatan 95,13% 30. Sumatera Selatan 75,56%
14.  Nusa Tenggara Timur 94,24% 31. Jawa Barat 75,48%
15.  Jawa Timur 93,34% 32. Sumatera Utara 73,30%
16. Banten 92,11% 33. Gorontalo 67,17%
17.  Sulewesi Utara 91,58% 34,  Maluku Utara 63,98%

Sumber: Hasil Rapat Koordinasi Hukum dan Pengawasan dalam rangka
Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Jakarta 5 s.d 7
Agustus 2022.



Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penyampaian
Laporan/Kartu Kendali SPIP Tahun 2021 jumlah persentase penyampaian
keseluruhan di KPU se-Provinsi Lampung sebesar 85,36% diurutan 29.
Kemudian, dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penyampaian
Laporan/Kartu Kendali SPIP Tahun 2022 jumlah persentase penyampaian

keseluruhan di KPU se-Provinsi Lampung sebesar 76,42% diurutan 29.

Dari penjelasan di atas jelas menyatakan adanya ketidaksesuaian pelaksaaan
SPIP di seluruh Satker KPU di Provinsi Lampung dengan mengunakan
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU sesuai dengan
Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU dan Surat Edaran KPU Rl Nomor
1406/PW.01-SD/08 perihal Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan
Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,
yang menyatakan bahwa batas waktu pengumpulan Kartu Kendali paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk KPU Provinsi sebagai
koordinator wilayah, sedangkan untuk laporan tahunan dikirimkan selambat-
lambatnya tanggal 20 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ini KPU Provinsi
Lampung dianggap melakukan kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap
pelaksanan SPIP dengan keluarnya surat dari Inspektorat KPU RI Tahun
2021 dan 2022 tersebut. Bahwanya sampai dengan batas waktu yang telah
ditentukan KPU Provinsi Lampung belum melakukan pelaporan kartu kendali
SPIP dan juga penyampaian laporan serta kartu kendali yang persentase
penyampaiannya tidak mencapai 100% atau tidak lengkap (Tabel 1 dan Tabel
2).

Keterlambatan ini juga tidak sesuai dengan asas-asas dari SPIP berdasarkan
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada pasal 2, yaitu tertib, profesionalitas,

akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu kelalaian ini juga



mencederai tujuan diselenggarakan SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian Intern
dimana pemimpin dan seluruh pegawai secara terus-menerus memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kajian di atas, maka penulis tertarik membahas skripsi tentang
SPIP  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dengan
mengangkat judul “Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Studi pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Tahun 2022)”. Sebagai bahan
referensi atas penelitian ini maka peneliti mencantumkan beberapa Penelitian
terdahulu yang terkait dengan Penelitian Peneliti, Penelitian terdahulu ini
diperlukan sebagai referensi dan acuan peneliti agar mempermudah dalam
melihat maupun mengamati, menambah kajian tentang bagaimana peran KPU
di Provinsi Lampung dalam meningkatkan persentase laporan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam penelitian ini, hasil penelitian
terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran
dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengentahui persamaan dan
perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang
dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan
wawasan berfikir peneliti. Peneliti mengambil penelitian sebelumnya seperti

tersebut dengan paparan seperti di bawah ini :

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Damayanti (2020) yang berjudul
Analisi Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah
(Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan sistem
pengendalian internal yang dilakukan pada instansi pemerintahan
berdasarkan dengan unsur-unsur pengendalian intern. Hasil  penelitian
menunjukkan penerapan sistem pengendalian internal di Dinas Kominfo

Kabupaten Semarang telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Sistem



Kontrol Internal yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tetapi masih ada beberapa
kelemahan seperti kelebihan siswa magang yang diterima, tidak semua
pegawai yang melakukan tugas pokok pengawasan, penganggaran dan
perencaraan berlatar belakang pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi,
dan fasilitas gudang untuk dokumen dan barang-barang yang kurang efisien.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Akuntansi Sektor Publik.

Penelitan kedua oleh Gibsi Ompusunggu & Valiant Salomo (2019) yang
berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Indonesia. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
terhitung sudah 10 tahun peraturan tersebut berlaku. Namun kebijakan yang
tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 belum sepenuhnya
diimplementasikan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia. Hal ini terlihat
dari hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian. Hasilnya bahwa kebijakan
dari SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintah
di Indonesia serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan lemahnya
pelaksanaan dari SPIP. Teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu teori
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
(COSO0).

Penelitian ketiga oleh Suhelman (2017) yang berjudul Analisis Evaluasi
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada
Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyelenggaraan unsur pemantauan pengendalian internal secara
keseluruhan penyelenggaraannya pada KPU di Sumatera Barat sudah
memadai. Namun dari tiga subunsur pada pemantauan pengendalian internal
KPU di Sumatera Barat, salah satu subunsur penyelenggaraannya masih
kurang memadai vyaitu evaluasi terpisah. Untuk meningkatkan
penyelenggaraan unsur pemantauan pengendalian internal secara keseluruhan,

maka harus dilakukan pembenahan pada subunsur yang penyelenggaraannya



masih kurang memadai ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

teori keagenan (agency theory).

Penelitian keempat oleh Dian Pertiwi (2016) yang berjudul Implementasi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan good
governance pada dispenda provinsi sulewesi selatan. Dari hasil penelitian
menunjukan pada dispenda Provinsi Sulewesi Selatan bahwa lingkungan
pengendalian pada Dispenda telah diterapkannya dengan membangun etika,
moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para
pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik. Peneliti
melihat bahwa komitmen dari Dispenda Provinsi Sulewesi Selatan untuk
menetapkan unsur lingkungan pengendalian dengan baik dan sesuai dengan
PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Penerapan unsur penilaian resiko pada
Dispenda Provinsi Sulewesi Selatan pelaksanaannya masi berupa mengenali
resiko-resiko dan bagaimana cara mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-
kegiatan sebelumnya. Teori yang digunakan dalam peneltian ini yaitu Teori

stewardship.

Penelitian kelima oleh Gita Putri Agustina (2016) yang berjudul Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah
Daerah dengan hasil penelitian bahwa Lingkungan pengendalian serta
Informasi dan Komunikasi yang diciptakan dan diterapkan pada  Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya berpengaruh
negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern, Penilaian risiko dan
Pemantauan yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Kota Surabaya tidak berpengaruh terhadap kelemahan
pengendalian intern, serta Aktivitas pengendalian yang diterapkan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya berpengaruh
positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu teori Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission (COSO).
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Dari penelitian-penelitian di atas, bahwa penerapan SPIP dalam instansi
pemerintah diperlukan untuk melihat potensi serta kelemahan pelaksanaan
SPIP. Hal ini guna memperoleh gambaran tentang hambatan dan hal-hal yang
mesti dilakukan untuk perbaikan dalam penerapan SPIP khususnya pada KPU
di Provinsi Lampung. Penelitian ini mempunyai sedikit kesamaan dengan
penelitian terdahulu yaitu membahas tentang pelaksanaan SPIP dan untuk
perbedaanya adalah penelitian berada di KPU Provinsi Lampung yang lebih
memfokuskan kepada peranan sekretariat dan pegawai KPU di Provinsi
Lampung dalam meningkatkan persentase SPIP dengan maksud untuk
mengetahui pelaksanaan SPIP, guna memperoleh gambaran tentang hambatan
dan upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi

Lampung.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis dapat
mengindentifikasi permasalahannya yaitu Masih kurangnya peranan dari
KPU di Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan SPIP di seluruh Satker KPU
di Provinsi Lampung dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan  KPU  sesuai  dengan  Keputusan  KPU  Nomor
443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
di Lingkungan KPU dan Surat Edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08
perihal Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali
untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Adapun rumusan masalah yang
menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penghambat
dihadapi oleh KPU di Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ?
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1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan
memahami faktor penghambat yang dihadapi oleh KPU Provinsi Lampung

dalam penyelenggaraan SPIP

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kegunaan penelitian ini antara lainnya

manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat menambah pemahaman atas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU di Provinsi Lampung
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2. Manfaat Praktis
a.Untuk mengentahui, memahami dan mengerti sejauh mana upaya
Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung dalam mengatasi
masalah terhadap turunya persentase laporan Sistem Pengendalian
Intern pada KPU di Provinsi Lampung tahun 2022.
b.Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana limu

Pemerintahan di Universitas Lampung.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI)

2.1.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) ialah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Menkumham
Republik Indonesia, 2008) pada pasal 1 ayat (1). Pengendalian internal
yang ditetapkan pada entitas sangat berguna bagi entitas tersebut.
Pengendalian internal yang ditetapakn pada entitas dapat mencegah
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan entitas
tersebut. Kegunaan dari pengendalian internal antara lain untuk
mencegah terjadinya kesalahan prosedur dan kecurangan-kecurangan
serta dapat digunakan untuk melacak kesalahan dan kecurangan yang
telah terjadi sehingga bisa dikoreksi.

Apabila sistem pengendalian internal organisasi baik, maka akan
menjadi sebuah proses penyaringan dan pencegahan atau pendeteksian
tingkat salah saji (Bastian, 2014: 254). Hal ini sejalan dengan konsep
dalam audit bahwa sebuah sistem pengendalian internal yang berfungsi
secara efektif dapat mengurangi tingkat pengujian substanti. Konsep
pengendalian internal dikembangkan oleh berbagai organisasi profesi

auditor, baik sektor korporat maupun pemerintah.
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2.1.2. Fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem pengendalian internal juga memiliki tiga fungsi utama
Mahmudi (2011: 252) yaitu:
1. Pengendalian preventif
Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat
pencegahan sebelum suatu masalah atau ancaman terjadi.
2. Pengendalian detektif
Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan
masalah segera setelah terjadi.
3. Pengendalian korektif
Pengendalian korektif adalah pengendalian yang dilakukan untuk

memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi

2.1.3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur Mulyadi

(2017:130) yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan
wewenang secara tegas.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

3. Praktik yang sehat

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.2. Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.2.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu proses yang
integral atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

kepastian yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
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kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan ,

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah.

Pengertian SPIP pada PP nomor 60 Tahun 2008 mengarah pada empat

tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP (Hidayah dan

Amarullah, 2015) yaitu :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif jika telah ditangani
dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Efisien biasanya dikaitkan dengan
pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi
pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi
yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan sumberdaya
yang sesuai dengan standar.

2. Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi
sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang
diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yang disajikan
harus handal/dapat dipercaya dan menggambarkan keadaan yang
sebenarnya. Jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak
benar maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan
yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan Aset
Aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari
masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang
harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara/daerah. Pengamanan
aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari
pemerintah dan masyarakat.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Setiap kegiatan
dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu,
pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan,
prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian intern disusun untuk memberikan jaminan bahwa tujuan
organisasi dapat dicapai melalui efisiesi dan efektifitas kegiatan,
penyajian laporan keuangan yang andal, serta adanya ketaatan
terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku seperti yang tertera
dalam pengertian pengendalian COSO (buku sujarweni (2015:71).

Sedangkan dalam peraturan pemerintah, tujuan SPIP ialah untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan efektivitas
dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan (Menkumham Republik

Indonesia, 2008) pada pasal 2 ayat (3).

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Internal Control-Integrated Framework yang dikeluarkan Committee
of Sponsoring Organizations dari Treadway Commission (COSO)
menjabarkan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan
diselenggarakan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang
layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai (Arens et al, 2006:
375). Komponen Pengendalian Internal COSO meliputi hal-hal
berikut:
1. Lingkungan Pengendalian
Adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi
efektivitas pengendalian internal. Baik pimpinan lembaga/instansi
pemerintah berikut seluruh pegawai diwajibkan membuat dan
menjaga lingkungan organisasi secara keseluruhan sehingga
menciptakan perilaku yang positif dan mendorong manajemen
kerja yang sehat, hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian
yang baik dan terpelihara akan menimbulkan perilaku positif dan

kondusif bagi SPI dalam lingkungan kerja.
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2. Penilaian Resiko
Penilaian resiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi
pemerintah. Selain dipengaruhi risiko, keberhasilan pencapaian
tujuan instansi pemerintah dipengaruhi pula oleh kecermatan dalam
proses penetapan tujuan. Oleh karena itu, dalam unsur kedua ini,
diuraikan pula ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses
penetapan tujuan instansi pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat
untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh
manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini
memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah
dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan
organisasi. Dengan kata lain, suatu organisasi memerlukan
kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan
organisasi akan tercapai. Kegiatan pengendalian harus
dikembangkan pada kegiatan pokok instansi pemerintah dan
didasarkan pada hasil penilaian risiko yang telah dilakukan.

4. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi merupakan unsur penting bagi
pengendalian yang efektif. Informasi tentang rencana organisasi,
lingkungan pengendalian, risiko, kegiatan pengendalian, dan
kinerja harus dikomunikasikan ke atas, ke bawah, dan seluruh
organisasi. Keandalan dan relevansi informasi baik yang
bersumber dari dalam maupun dari luar harus diidentifikasi,
ditangkap, diproses, dan dikomunikasikan kepada pihak yang
membutuhkan dalam bentuk dan jangka waktu tertentu sehingga
dapat bermanfaat. Sistem informasi menghasilkan laporan yang
berisi informasi yang berhubungan dengan operasi, keuangan, dan
ketaatan sehingga memungkinkan untuk menjalakan dan

mengendalikan organisasi. Sistem informasi dan komunikasi dapat
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bersifat formal maupun informal. Sistem informasi dan komunikasi
formal, yang dapat berupa dari teknologi informasi yang canggih
sampai dengan pertemuan staf yang sederhana, harus dapat
menyediakan data masukan dan umpan balik yang berhubungan
dengan tujuan operasi, laporan keuangan dan ketaatan.
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian internal adalah suatu proses penilaian
kualitas kinerja pengendalian internal dalam suatu periode tertentu.
Hal ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian dan
melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan
pengendalian internal pada dasarnya adalah untuk memastikan
apakah sistem pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah
telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-
perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan

perkembangan/kebutuhan.

2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan
Penerapan SPIP

Fungsi pengendalian manajemen dipengaruhi oleh faktor eksternal dan
faktor internal organisasi. Lingkungan eksternal khusus dapat merubah
sebuah organisasi ke depan dan perbedaan yang ada tersebut berakibat
pada desain sistem pengendalian manajemen yang ada. Demikian pula
dengan lingkungan internal. Dalam mendesain sistem pengendalian
internal, sangat perlu mempertimbangkan faktor-faktor yaitu struktur
organisasi, struktur program, struktur informasi, faktor administratif,
faktor perilaku, serta faktor budaya (Bastian, 2014).
1. Struktur organisasi
Struktur organisasi menunjuk pada hubungan pelaporan formal di
antara manajer dan individu lain dalam entitas. Manajemen
menentukan berbagai pertimbangan dalam menetapkan struktur

formal yang terbaik. Berbagai pertimbangan tersebut meliputi



18

beberapa pertanyaan seperti divisi tugas yang sesuai, kegiatan yang
seharusnya dilakukan oleh staf unit secara khusus, kegiatan yang
seharusnya menjadi tanggung jawab di tingkat manajer, keputusan
yang seharusnya dibuat pada atau di sekitar pimpinan tertinggi
organisasi, dan keputusan yang seharusnya didelegasikan ke
tingkat yang lebih bawah.

. Struktur program

Keberadaan organisasi sektor publik adalah dalam kerangka
pelaksanaan program. Tanggung jawab vyang rapi untuk
mengendalikan seluruh program relatif lebih mudah jika setiap
program terdapat penanggung jawab program dan sumber daya
setiap program terkendali dalam satu arah. Komponen struktur
program antara lain tipe program, misi dan dukungan program,

administrasi, pembangunan, dan elemen program.

. Struktur informasi

Informasi sangat dibutuhkan oleh perencana program dan analis
manajer penanggung jawab. Perencana program dan analis
memerlukan informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan
program dan enyediakan dasar perbandingan biaya dan output pada
program sejenis. Manajer penanggung jawab memerlukan
informasi output dan input unit organisasi untuk memudahkan

pengendalian pada penerimaan dan pengeluaran.

. Faktor administratif

Faktor administratif yang penting adalah struktur penghargaan.
Idealnya, manajer dihargai berdasarkan kinerja yang dijalankan
dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan pada umumnya.
Namun demikian, kondisi ideal ini tidak akan dapat dicapai karena
kinerja penanggung jawab dipengaruhi oleh banyak faktor dan
biasanya tidak dapat dipisahkan secara jelas efeknya pada yang

lain.
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5. Faktor perilaku
Pengendalian manajemen berada di antara interaksi manusia.
Perilaku orang-orang dalam organisasi sektor publik menjadi
faktor lingkungan yang penting. Oleh karena itu, manajemen harus
menuju pada kesesuaian antara tujuan personal, kebutuhan manajer
dan para ahli, serta kebutuhan dan tujuan organisasi sektor publik
itu sendiri. Dengan kata lain, organisasi sektor publik tidak akan
dapat mencapai tujuannya kecuali manajer bekerja dengan
harmoni.
6. Faktor budaya

Setiap organisasi mempunyai budaya, iklim, atmosfer, dan rasa
yang mendorong untuk bersikap atau tidak. Norma budaya berasal
dari tradisi maupun pengaruh eksternal. Norma budaya membantu
menjelaskan kenapa dua entitas masing-masing dapat mempunyai
sistem pengendalian manajemen yang baik tetapi kenapa yang satu
mempunyai pengendalian aktual yang lebih baik dari yang lainnya.
Norma tersebar sedikit demi sedikit dengan kebiasaan dan program
pelatihan. Norma juga disampaikan oleh manajer, para ahli, dan
anggota organisasi yang lain dengan kata-kata, perbuatan, dan
bahasa tubuh untuk menunjukkan beberapa perbuatan khusus dapat

diterima dan yang lainnya tidak diterima.

2.3. Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali

2.3.1. Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali di KPU

Pelaksanaan SPIP di KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan
langkah konkrit KPU turut serta dalam mewujudkan tujuan nasional
pemerintah sehingga tercipta good governance dan clean government.
Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas
penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU/KIP /Kabupaten/Kota guna

terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan
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keuangan, akuntabilitas kinerja, dan pengamanan asset negara serta
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan SPIP. Selain
pelaksanaan SPIP di KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diwajibkan
untuk menyampaikan Laporan Impelentasi SPIP yang memuat
informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu
kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan yang dilaporkan
sesuai dengan periode penyampaian. Kemudian selain laporan tersebut
ada juga kewajiban menyusun dan melaporkan Kartu Kendali. Kartu
kendali ini merupakan bagian dari aktivitas pengendalian minimal
yang dilaksanakan oleh Satker, tujuan dari kartu kendali ini adalah
untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan kegiatan maupun
pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sudah terlaksana secara transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien. Bentuk-bentuk kartu kendali yang
disusun serta dilaporkan oleh setiap Satker di KPU sebagai berikut
(KPU Republik Indonesia, 2017):

1. Kartu kendali kepegawaian.

2. Kartu kendali keuangan negara dan hibah.

3. Kartu kendali hibah.

4. Kartu kendali persedian dan aset BMN.

5. Kartu kendali SAKIP.

Langkah-Langkah Penyusunan Kartu Kendali SPIP

SOP atau langkah-langkah dalam penyusunan kartu kendali SPIP di

KPU Provinsi Lampung yaitu:

1. Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaksanaan,
pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP dengan mempedomani
surat edaran yang dibuat oleh KPU Provinsi.

2. Satuan Tugas SPIP berkoordinasi dengan penanggungjawab

disetiap Sub Bagian dalam rangka pengisian dan kesesuaian Kartu
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Kendali dalam rangka penyiapan dokumen pendukung yang
memadai.

3. Penanggungjawab di setiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan
yang tertuang dalam format Kartu Kendali dan kesesuaian
dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen yang ada.

4. Penanggungjawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti
pendukung kepada Satuan Tugas SPIP Unit Kerja untuk dilakukan
penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen.

5. Kartu Kendali yang disampaikan olen KPU Kabupaten/Kota
disertai dengan dokumen pendukungnya, dan melaporkan hasil
penelitian kepada Sekretaris KPU Provinsi. Apabila terdapat
perbaikan atas Kartu Kendali agar segera dilengkapi dokumen
yang diperlukan, dan menyampaikan kembali ke SatuanTugas
SPIP di KPU Provinsi.

6. KPU Provinsi menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali
yang telah sesuai beserta softcopy dokumen pendukung kepada
Sekretaris Jenderal KPU Inspektorat Setjen KPU.

2.3.3. Laporan Yang Disampaikan Pada Pelaporan Kartu Kendali

Kartu Kendali yang diselenggarakan terkait bidang :

1. Kepegawaian

Berfungsi diantaranya untuk :

1. Melihat kedisiplinan pegawai untuk bekerja

2. Dengan adanya rekap absensi, apakah ada keliruan dalam
pemberian tukin, uang makan, honor pokja telah sesuai.

3. Mengukur capaian kinerja pegawai apakah telah sesuai sasaran
dan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Dosir memudahkan pegawai untuk mendapatkan dokumen

kepegawaian.
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Y P— L TAHUNZO........
A KEPEGAWAIAN
REKAP ABSENS! REKAP SKP** REKAP Arsip Kepegawalan (DOSIR)**
No
sukn® sukm* BuKT®
a0A o) Apa o) Apa Tox
1 2 3 a s 6 7 B s 10
1
2
3
O
Mengetat

Sekretaris KPU/KIP
Kabupaten/Kota

[14

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta

14 Juli 2022.

2. Keuangan

Gambar 2. Form Isi Data Keuangan dan Hibah

KARTU KENDALI

[IT7 Y T—

B.KEUANGAN NEGARA DANHIEAH

LRA/L3p.Penyerapan Anggaran APBN

BAPIAS ATRN

covmseinss TAHUN 2.

:::::

erampi]

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta

14 Juli 2022.

Berfungsi diantaranya untuk :

1. Monitoring anggaran yang direalisasikan (LRA) telah efektif

mencapai sasaran/tujuan
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Apakah KPA memeriksa Kas di Bendahara

Mengetahui Apakah Bendahara menyusun BKU, serta
menguji kesesuaian saldo fisik

Memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran hibah telah
sesuai ketentuan

Mengetahui apakah pokja yang telah ditetapkan sesuai
ketentuan

Memastikan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban

Hibah telah sesuai.

3. Pengadaan

Gambar 3. Form Isi Data Pengadaan

KARTU KENDALI

KOORDINATOR SATKER KPU/KIP PR

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIKAN UMUM

L3l P rianjian hilal Porjangan ho dantyd BAST

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta
14 Juli 2022.

Berfungsi untuk :

1.
2.

Mengetahui jumlah pelaksanaan Pengadaan
Mengetahui apakah prosedur pengadaan B/J telah sesuai
ketentuan.

Memastikan apakah dokumen pengadaan B/J Telah lengkap.
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4. Memastikan apakah terdapat denda keterlambatan dari
Pengadaan B/J.

5. Mengetahui apakah pengadaan B/J telah dilaksanakan secara
efektif dan efisien.

6. Mengetahui apakah PPK/PP BJ dan PPHP telah
melaksanakanTusi nya dengan baik.

4. Pengamanan Aset

Gambar 4. Form Isi Data Pengamanan Aset

KARTU KENDALI

KOORDINATOR SATKER KPU/KIP PROVINSI/ I/KOTA

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1111 pe———— . 1V [ -

D. PERSEDIAAN DAN ASET BMN

1 Laporan Pesedian AdaTidak (Tertampir)

2 BAStock Opname Persediaan No. (Tertampi)
1.

Lampiran Stock Opname

3 BARekon SAKPA dan SIMAK BMN No. (Tertampir)

4 BARekon KPKNL No. (Tertampir)

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta
14 Juli 2022.

Berfungsi untuk :

1. Mengetahui jumlah Persediaan dan BMN

2. Mengetahui apakah Stok Opname Persediaan/BMN telah
dilakukan secara berkala

3. Apakah telah dilakukan rekon Internal dan Eksternal untuk
menjamin kesesuaian saldo

4. Apakah terdapat hibah

5. Mengetahui apakah pengadaan B/J telah dilaksanakan secara

efektif dan efisien.
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5. SAKIP

Berfungsi untuk :

1. Mengetahui kondisi unit kerja apakah telah menyelenggarakan
SAKIP

2. Memastikan bahwa dokumen Renstra, IKU, RKT, Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Kinerja telah
susun sesuai dengan ketentuan

3. Memastikan bahwa bukti pendukung penyelenggaraan sakip
telah lengkap

4. Proses pencapaian Kinerja dapat dimonitor secara berkala.

Gambar 5. Form Isi Data SAKIP
KARTU KENDALI

KOORDINATOR SATKER KPU/KIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....ccoovueeresmssssssssssssssass

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 20...........

E. SAKIP

1 RENSTRA 3 Ada / Tidak (Terlampir)
2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) : Ada / Tidak (Terlampir)
3 RENCANA KINERJATAHUNAN (RKT) : Ada / Tidak (Terlampir)
4 PERJANJIAN KINERJIA : Ada / Tidak (Terlampir)
5 RENCANA AKSI KINERJA : Ada / Tidak (Terlampir)

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta
14 Juli 2022.

6. Perjalanan Dinas

Berfungsi untuk :
1. Mengetahui jumlah perjalanan dinas
2. Memastikan apakah pelaksanaan perjalanan dinas telah

selektif, efektif, efisien
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3. Memastikan bahwa bukti dokumen pertanggung jawaban
perjalanan dinas telah lengkap
4. Mengetahui apakah penggunaan anggaran perjalanan dinas

telah dilakukan pengawasan secara efektif.

Gambar 6. Form Isi Data Perjalanan Dinas

REKAP PERJALANAN DINAS

PADA KPU/KIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

F REKAP PERJALANAN DINAS

N o e 1[z]shls]s]7la[9]mlulul1sl14lj:lal:ﬂnlm]19]10]21[22]23]zalzslzs‘nlzs]zsho

2 3 4 5

daerah tujuan Daerah tujuan

Daerah Tujuan

PN (P O e

Ipaerah
Irujuan

o |~ o |

Mengetahui e

Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota
Kordinator Satker Provinsi/Kabupaten/Kota

KPUKIP ProvinsiKab/Kots..........

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta
14 Juli 2022.

2.3.4. Waktu Pelaporan Kartu Kendali

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di lampung sebagai Unit Kerja wajib
menyampaikan Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung (soft
copy) kepada KPU Provinsi paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

KPU Provinsi Lampung sebagai Koordinator Wilayah menyampaikan
Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung (soft copy) kepada

sekretaris Jenderal KPU paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
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2.4. Good Governance

2.4.1. Pengertian Good Governance

Good governance didefinisikan olenh World Bank dalam sebagai suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar
yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan
investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan
political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo,
2009:18).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000, menjelaskan
pengertian kepemerintahan yang baik, yaitu kepemerintahan yang
mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,
efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh

masyarakat.

Dari penyataan diatas jelaslah bahwa Good governance definisikan
sebagai proses serta struktur yang membimbing politik dan hubungan
sosial ekonomi dan mengacu pada beberapa karateristik atau indikator
seperti partisipasi, supremasi hukum, transparasi, responsive dan
akuntabilitas. Perspektif warga negara dari good governance adalah
perbaikan struktur pelayanan publik dan administrasi. Istilah
governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan,
tetapi juga mengandung arti perusahaan, pengelolaan, pengarahan,
pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.
Oleh karena itu tidak mengherangkan apabila terdapat istilah public

governance, private governance, corporate governance, dan banking
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governance. Secara sederhana, good governance pada umumnya

diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan secara baik.

Prinsip-Prinsip Good Governance

Dari Sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling

berkaitan untuk mewujudkan Good Governance yaitu transparansi,

partisipasi, dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2009:18):

1. Transparansi
Untuk menilai transparansi suatu informasi ada beberapa kriteria
yang harus terkandung dalam informasi tersebut, yaitu informasi
itu harus relevan, tepat waktu, juga lengkap dan mudah diakses.
Kelengkapan dari informasi ini dapat diliat dari ada atau tidaknya
pengungkapan dalam informasi tersebut. Bahwa dengan penerapan
prinsip transparansi ini berarti tidak ada hal — hal yang
dirahasiakan, disembunyikan (Agoes dan | Cenik 2014: 1004).

2. Partisipasi
Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,
yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin
agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi
masyarakat.

3. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang
diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan
secara komperhensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan
regulasi yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa
akuntabilitas berarti suatu organisasi memiliki kewajiban atau
tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan atau
memberikan informasi yang dapat dipercaya sehubungan dengan
organisasi tempatnya bekerja (Kumaat 2011:23) .



29

Berdasarkan tiga pilar tersebut terdapat satu elemen lagi yang dapat
mewujudkan Good Governance yaitu value for money (ekonomi,
efisiensi, dan efektifitas) (Mardiasmo, 2009:18) yakni ekonomi,
efisiensi, efektifitas (Valie for money). Value for money merupakan
konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasarkan pada
tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi
merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan
dalam satuan moneter. Efisiensi merupakan perbandingna output/input
yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah
ditetapkan. Efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan

output.

2.5. Tinjauan Tentang Laporan

2.5.1. Laporan

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun
laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP.
Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan
penyelenggaraan SPIP, yang antara lain memuat:

1. Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan
kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan
penyelenggaraan.

2. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan
yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut.

3. Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar
permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya
peningkatan pencapaian tujuan.

4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya agar semua tahapan
penyelenggaraan SPIP di atas bisa berjalan dengan baik maka harus

diperhatikan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas
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masing-masing instansi. Hal tersebut sesuai yang diamanatkan dalam

pasal 2 peraturan kepala BPKP nomor 1326 tahun 20009.

2.5.2. Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan SPIP

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah salah satu lembaga yang
diwajibkan untuk menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Pelaksanaan SPIP pada KPU di Provinsi Lampung terdapat pada
laporan Kartu Kendali sesuai dengan Surat Edaran KPU Rl Nomor
1406/PW.01-SD/08 perihal penyelenggaraan SPIP serta pengisian dan
pelaporan kartu kendali untuk KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota. Tetapi, masih terdapat beberapa kekurangan
pelaksanaan SPIP pada KPU di Provinsi Lampung perihal
Ketidaktertiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali Tahun 2022 yang
mengalami penurunan persentase dari tahun sebelumnya yaitu tahun
2021.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP antara

lain (Wibisono dalam Hidayah dan Amarullah, 2015) :

1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah merupakan modal utama dan
penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan soft control
dalam penerapan SPIP ini. Sumber daya manusia Yyang
dimaksudkan adalah SDM yang memiliki integritas dan menaati
nilai etika. SDM yang mempunyai integritas dan menaati etika
adalah merupakan komponen penting dalam mendorong agar
organisasi dapat berjalan pada relnya. Keefektifan penerapan
sistem pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh manusia

sebagai pelaksananya, yaitu pejabat dan pegawai.
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2. Komitmen
Komitmen merupakan Kketerikatan untuk melaksanakan suatu
kegiatan. Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan
organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh
pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam
penerapan SPIP, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga
apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait
dengan perbaikan terhadap pengendalian internal, prosedur dan
aturan yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan sepenuhnya
dari pimpinan.

3. Keteladanan dari Pimpinan
Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi pembentukan
karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu
kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu
memberikan contoh perilaku yang positif, selalu mendorong
bawahan untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur dan disiplin akan
memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya.

4. Ketersediaan Infrastruktur
Keberadaan infrastruktur mencakup antara lain: pedoman,
kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur SPIP
lainnya, sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik suatu instansi

pemerintah terkait dengan penyelenggaraan SPIP.

Pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan
SPIP di atas, secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat
dimasukkan sebagai indikator penyebab turunnya persentase laporan
SPIP pada KPU di Provinsi Lampung Tahun 2022 salah satunya
adalah faktor sumber daya manusia dan faktor keteladan dari pimpinan
karna adanya ketidaksesuaian pelaksaaan SPIP di seluruh Satker KPU
di Provinsi Lampung dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
di Lingkungan KPU sesuai dengan Keputusan KPU Nomor
443/Kpts/KPU/Tahun 2014 atas keterlambatan Pengisian dan
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Pelaporan Kartu Kendali bahwa pengumpulan kartu kendali paling
lambat Tanggal 15 bulan berikutnya untuk KPU Provinsi sebagai
koordinator wilayah, serta Satgas KPU Provinsi harus menyampaikan
laporan triwulan selambat-lambatnya pada Tanggal 15 April, 15 Juli,
dan 15 Oktober, sedangkan untuk laporan tahunan dikirimkan
selambat-lambatnya Tanggal 20 Januari tahun berikutnya. Dalam hal
ini KPU Provinsi Lampung dianggap melakukan kelalaian dan
ketidakpatuhan terhadap pelaksanan SPIP dengan keluarnya surat dari
Inspektorat KPU RI Tahun 2021 dan 2022 tersebut. Faktor tersebut
lah yang mengakibatkan turunnya persentase laporan SPIP pada

Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2022.

2.6. Kerangka Pikir

Pemerintah mengadopsi  pengendalian internal berdasarkan konsep
pengendalian internal menurut COSO dengan melakukan modifikasi pada
sub-subunsur pengendalian internal sehingga melahirkan sistem pengendalian
intern pemerintah (SPIP) yang dituangkan dalam PP nomor 60 tahun 2008
(BPKP, 2009). SPIP pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung
dengan menggambarkan keadaan lembaga yang menjalankan pada
internalisasi SPIP kedalam seluruh proses kerja disorganisasi, melalui unsur —
unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selanjutnya peneliti menarik
kesimpulan dari hasil analisis Sistem Pengendalian Intern pada Komisi
Pemilihan Umum di Provinsi Lampung dengan hasil analisis Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang kemudian diuraikan oleh peneliti

menjadi suatu informasi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai faktor-faktor penyebab
turunnya persentase laporan SPIP pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi

Lampung Tahun 2022.
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Laporan SPIP pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun
2022 mengalami penurunan persentase dan akhirnya mendapatkan teguran
dari Inspektorat Jakarta. Penurunan persentase Laporan SPIP pada KPU di
Provinsi Lampung tidak terlepas oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya
yaitu faktor sumber daya manusia, faktor komitmen, faktor keteladanan dari
pimpinan, dan terakhir faktor Ketersediaan infrastruktur.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti meneliti Faktor-Faktor Penyebab
Turunnya Persentase Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Tahun 2022. Berikut
ditampilkan visualisasi kerangka berfikir penelitian ini dilihat pada gambar 1

sebagai berikut :
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Permasalahan

1. Persentase laporan Kartu Kendali SPIP Wilayah KPU Provinsi
Lampung tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

2. ketidaksesuaian pelaksaaan SPIP di seluruh Satker KPU di Provinsi
Lampung dengan mengunakan Pedoman Teknis Penyelenggaraan
SPIP di Lingkungan KPU sesuai dengan Keputusan KPU Nomor
443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Konsep pengendalian internal menurut COSO

Lingkungan Pengendalian
Penilaian Risiko

Aktivitas Pengendalian
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan Pengendalian

!

ok~ owbdE

Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan SPIP di KPU Provinsi
Lampung Tahun 2022

y
Berdasarkan Wibisono dalam Hidayah dan Amarullah, (2015)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP
antara lain, yaitu :

Faktor Sumber Daya Manusia
Faktor Komitmen

Faktor Keteladanan dari pimpinan
Faktor Ketersediaan Infrastruktur

Mo

A

Pengaruh Good Governance terhadap kinerja pimpinan dan staff KPU
Provinsi Lampung

Optimal Tidak Optimal

Gambar 7. Kerangka Pikir Peneliti




I11. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk meningkatkan
sejumlah pengentahuan atau untuk menjawab suatu permasalahan dengan
mengunakan Kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian metode penelitian
mencakup studi tentang cara-cara melakukan sebuah penelitian (Firdaus,
2012:10). Penelitian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase
Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan
Umum di Provinsi Lampung Tahun 2022 Mengunakan tipe penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar
ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014:5).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Alasan peneliti mengunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis
sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan
teknik wawancara. Dengan metode Penelitian kualitatif peneliti akan
mendapatkan data yang sebenarnya mengenai Faktor-Faktor Penyebab
Turunnya Persentase Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2022.



3.2.

3.3.

3.4.

36

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang
berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2016: 287).
Fokus Penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh
melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan
dengan masalah penelitian. Berangkat dari pertanyaan penelitian tentang
pelaksanaan SPIP, dan apa saja yang menjadi permasalahan dalam
pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini fokus
peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

Alasan pemilihan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai
Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan Sistem Pengendalian
Inter Pemerintah (SPIP) yaitu pada pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan
KPU Provinsi Lampung, yaitu pada penyusunan dan pelaporan Laporan

Penyelenggaran SPIP dan Kartu Kendali.

Lokasi Penelitian

Letak lokasi penelitian ini adalah di KPU Provinsi Lampung di mana dalam
penyampaian Laporan/Kartu Kendali SPIP Periode Bulan Januari — Juni 2022
menduduki posisi ke-29 dengan persentase sebesar 76,42%, selain itu KPU
Provinsi Lampung sekaligus juga sebagai koordinator wilayah SPIP di

Provinsi Lampung.

Penentuan Informan

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan wawancara dengan informan. Informan adalah subyek dari
penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai
fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan penelitian

ini dipilih sesuai latar belakang profesi dan kemampuan dalam menjelaskan
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permasalahan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan (Heryana,
2018).

Peneliti memfokuskan informan pada (stackholeder) di lingkup Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Lampung yaitu:

Tabel 3. Informan Penelitian

No. Nama Informan

1. Al Ingga Arasyi, S.H. Kasubag Divisi Hukum KPU
Provinsi Lampung

2. Warsito, ST Anggota KPU Provinsi Lampung
(Ketua Divisi Hukum dan
Pengawasan)

3. Azriando Cahya Negara, SH.  Plt.Kasubbag Umum & Logistik

4.  Meliana, S.Kom. Staf Subbag. Hukum

Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2022

Alasan Peneliti memilih informan di atas, dikarenakan peneliti membutuhkan
suatu data yang valid dan bijak untuk membantu peneliti dalam

menyelesaikan penelitiannya.

Jenis dan Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah
dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal fikiran si penerima data tersebut,
sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai
informasi. Sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data

primer dan data sekunder (Sugiyono 2018:456) :

1. Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
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2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
proses Penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data,
sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk
mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai variabel yang akan
dikaji Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah (Siregar, 2018: 18-19) :

1. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan
penelitian mengunakan cara tanya jawab dengan menggunakan panduan
wawancara. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dengan
menggunakan daftar pertanyaan terstruktur maupun secara mendalam
yang berkaitan dengan pelaksanaan SPIP kepada para informan di KPU
Provinsi Lampung.

2. Dokumentasi merupakan data sekunder berupa peraturan-peraturan,
kebijakan, serta literatur-literatur yang dipakai dalam mendukung

penelitian ini.

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi
yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian, dokumentasi juga
menjadi bahan acuan Peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang

diabadikan dalam waktu yang begitu lama.
Teknik Pengolahan Data
Tahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, Peneliti mengolah data

tersebut. Teknik pengolahan data (Efendi dkk dalam Singarimbun, 2008:240)
terdiri dari :
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1. Editing
Editing adalah kegiatan dalam Penelitian yang dilaksanakan dengan
menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka
menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses
selanjutnya. Dalam proses ini, Peneliti mengolah data hasil wawancara
dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman
wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan
untuk Penelitian. Mengolah kegiatan observasi yaitu Peneliti
mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga
dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data
Pada tahapan ini data Penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui
narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik
kesimpulan sebagai hasil Penelitian. Interpretasi Penelitian juga dilakukan
dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat
rahasia, Peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan
kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil Penelitian dijabarkan
dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan
dengan hasil Penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi lalu
diorganisasikan data tersebut dalam kategori, kemudian dijabarkan,
melakukan sintesa, menyusun serta memilah data yang penting yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami baik oleh
penulis maupun orang lain (Sugiyono, 2018: 293). Dipihak lain, analisis data
kualitatif (Seiddel, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode

agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
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2. Mengumpulkan, memilah milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan,
membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,

3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna,
mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat

temuan-temuan umum.

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan dalam bentuk yang lebih
mudah dipahami dan dinterpretasikan. Analisis data dalam Penelitian ini
dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan
menafsirkan hasil Penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai
jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan
dalam Penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (Penyajian
data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan
menurut Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2016: 334-343), vyaitu
sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Setiap meredukasi data, penulis dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai.
Data yang ditemukan dilapangan jumlahnya banyak, oleh karena itu perlu
dicatat secara rinci dan teliti. Peneliti merangkum semua hasil wawancara,
menelaah fakta yang ada di lapangan, dan mempelajari semua dokumen
yang ada. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap
data yang telah terkumpul, kemudian dirangkum dan diklasifikasi sesuai
dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Display Data (Penyajian)
Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart, dan sejenisnya.
Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan
menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami apa yang terjadi

sehingga dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya.
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3. Verifikasi Data
Merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data wawancara
dengan informan dari pejabat, satgas, dan staf KPU Provinsi Lampung
diuji keabsahannya dengan objektifitas dicocokkan dengan data yang
telah didapat. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan.
Peneliti melakukan peninjauan terhadap temuan serta catatan di lapangan

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis
menggunakan teori yang Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah
dan memenuhi tujuan Penelitian ini. Kemudian Peneliti akan menarik
kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses
pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah,
kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data
mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus Penelitian. Data

dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

Teknik Validasi/ Keabsahan Data

Agar dapat menentukan keabsahan data dalam Penelitian kualitatif harus

memenuhi  beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong

(2014:324) yang dalam pemeriksaan dara menggunakan empat kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)
Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik
pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan Penelitian yaitu salah
satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang diluar data
itu untuk keperluan pengecakan atau sebagai pembanding terhadap data
itu.

2. Keteralihan (Transferability)
Teknik ini menuntut Peneliti agar melaporkan hasil Penelitiannya
sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang
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menggambarkan konteks tempat Penelitian diselenggarakan. Uraiannya
harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan
tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci
dengan segala macam pertanggung jawaban.

Kebergantungan (Dependity)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam Penelitian nonkualitatif.
Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu
kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan
reliabilitasnya tercapai.

Kepastian (Confirmability)

Dalam  Penelitian  kualitatif ~uji  kepastian mirip dengan uji
kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara
bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas,
sehingga dengan disepakati hasil Penelitian oleh banyak orang maka hasil
Penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.Memeriksa
kebenaran data menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti
membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda.
Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam
variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai macam sumber data,
dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan Kkepercayaan
dilakukan.



IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

4.1.1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang
bertugas melaksanakan pemilu yang bersifar nasional, tetap dan mandiri KPU
lahir sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 amandemen ke tiga (pasal 22E ayat 5). KPU dibentuk
berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001
tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Secara nasional, KPU terdiri
atas 550 satker yaitu satu KPU RI yang berkedudukan di ibu kota negara, 34
KPU provinsi dan 515 KPU kabupaten/kota. KPU di Provinsi Lampung yang

menjadi fokus pada penelitian ini terdiri atas 15 satker, yaitu:

Kota Bandar Lampung
Kota Metro

Kabupaten Tulang Bawang
Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Tanggamus
Kabupaten Mesuji
Kabupaten Tulang Bawang
Kabupaten Pesawaran

© o0 N o g b~ w DR

Kabupaten Lampung Selatan
10.Kabupaten Lampung Tengah
11.Kabupaten Lampung Timur
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12.Kabupaten Lampung Barat
13.Kabupaten Way Kanan
14.Kabupaten Pesisir Barat
15.Kabupaten Lampung Utara

4.1.2. Logo Organisasi

Logo adalah bagian utama dari sebuah organisasi. Logo merupakan simbol
yang menggambarkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen PAN) Nomor 80 Tahun
2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas menyatakan bahwa Logo adalah
tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam
tata naskah dinas instansi pemerintah sebagai identitas agar publik lebih

mudah mengenalnya.

Gambar 8. Logo KPU
Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:KPU_Lo0go.svg

Makna yang terkandung dalam lambang KPU tersebut adalah:

1. Bentuk segiempat lonjong menggambarkan bentuk perisai yang bermakna
penjagaan diri.

2. Burung garuda dan lambang lima sila Pancasila yang berada di tengah
melambangkan dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila.

3. Warna merah putih yang juga berada di tengah merupakan warna bendera

resmi Indonesia.


https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:KPU_Logo.svg
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Arti warna yang terdapat pada lambang KPU adalah:

o B~ W D

Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran.

Warna kuning melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kekayaan.
Warna hitam melambangkan keteguhan dan keabadian.

Warna merah melambangkan keberanian.

Warna putih melambangkan kemurnian, kesucian, dan kejujuran.

4.1.3. Visi, Misi, dan Tujuan

1.

Visi

Visi KPU yang tercantum dalam rencana strategis (renstra) KPU tahun
2015-2019 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang
Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang
Luber dan Jurdil”. Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran dari
komitmen KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,
transparan, akuntabel dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu tersebut harus
dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh
pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan
nasional. Semua itu akan mampu menjadikan KPU sebagai lembaga
penyelenggara pemilu yang terpercaya dan profesional dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Misi

Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas
nasional yang disebut Nawa Cita, yakni pembangunan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Untuk
dapat mewujudkan visi KPU tersebut, KPU menetapkan tujuh misi yang
akan dilakukan dan ingin dicapai yaitu:

1. Membangun SDM vyang kompeten sebagai upaya menciptakan

penyelenggara pemilu yang profesional
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2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian
hukum, keadilan, ketertiban, progesif, dan partisipatif

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan

5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai
kode etik penyelenggara pemilu

7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien,

transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Tujuan

Tujuan dari Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,
kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu

2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel
dan

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam

pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

4.1.4. Struktur Organisasi

Organisasi adalah wadah atau tempat perkumpulan orang-orang secara
dinamis dalam kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sasaran yang
diinginkan sebagaimana yang telah digariskan sebelumnya. Adapun struktur
organisasi sekretariat KPU Provinsi Lampung berdasarkan peraturan Komisi

Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2008 ini agar tugas dan kewajiban dalam
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pelaksanaannya secara formal diatur secara jelas sehingga membantu

organisasi dalam mencapai tujuannya yaitu:

Gambar 9. Struktur Organisasi

KOMISIONE R
1. ErwanBustami, SHMH [Earua)
2.  Antoniyus, 3IF, MIP [Anggota)
3. Izmants, 2.ThI.AMLAg [Anggota)
4, AgusRiyento, M4l [Anggota]
§. Al Sidik, &80z, M.IP [Anggota)]
6. Warzito, T [Anggota)
7. Titil Sutriningeih, SE. MM [Anggota)
SEKRETARIS
Mashur Sampurna Jaya, 5.53TF, M.5i
KABAG HUKUM DAN SDM KAEAG EEUANGAN, KABAG TEKNI® KABAG PERENCANAAN,
UMUM DAN LOGISTIE PENYELENGGARAAN PEMILU DATA DAN INFORMAST
Erika Firdiyanti, S.H. -~
R, AL Femi Lestiani. 5.Sos DAN PARTISIFAS] HUBUNGAN Drs. Amrozie W, MAL
* MASVARAKAT
i Yustian Umri SBangon, 3.2TP.M. B
, J I l l_Jl——l
KABUEBAG KASUBAG HAZUBAZ KASUEAG KASUEBAG EASUBAG KABUEBAG KEASUBAG
HUE UM EDM KEUANGAN UMUM PARMAS AU PERENCAN DATIN
AAN
A.Inggs D=z Silvi Azriando Apid Heri Azriando Regey
Arasyi, B.H. Lalyanti Calya Harlam bang Cahya S Silvia Dewi
Azis Hegara Tagara Merinda
Kusumayu

Sumber : Data di Olah Peneliti, 2023

4.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamen asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undang. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan Kkegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
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Inspektorat pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum adalah unsur
pengawasan intern pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum. Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi,
dan efektifitas.

Untuk pengendalian internal instansi sebagimana menurut Moeller (2007, 4)
pengendalian intern sebagai rubic cube merupakan penerapan lima unsur
yang saling menguatkan, disesuaikan dengan bentuk organisasinya melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dengan demikian sebagaimana unsur - unsur pengendalian internal menurut
PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sisten Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
yang antara lain :
1. Lingkungan Pengendalian
Unsur pertama SPIP yang wajib diimplementasikan pada lingkup instansi
pemerintah adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian
berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai kondisi
dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian
intern. PP Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan pimpinan instansi
pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP
dalam lingkungan kerjanya melalui hal-hal sebagai berikut :
a. Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan a) Menyusun
dan menerapkan aturan perilaku b) Memberikan keteladanan

pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi
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Pemerintah ¢) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas

penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran

terhadap aturan perilaku d) Menjelaskan dan mempertanggung
jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern dan

e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong

perilaku tidak etis.

Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b sekurang kurangnya dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam
Instansi Pemerintah.

2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada
masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.

3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu
pegawai mempertahankan dan  meningkatkan kompetensi
pekerjaannya; dan

4. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan
Instansi Pemerintah.

Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf ¢ sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

1. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan

2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja

3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP

4. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan
yang tidak sah

5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan
yang lebih rendah dan

6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan

keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
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d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya
dilakukan dengan:

1. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi
Pemerintah.

2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam
Instansi Pemerintah.

3. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern
dalam Instansi Pemerintah.

4. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur
organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis dan

5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi
pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab Yyang tepat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang- kurangnya
dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan
tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan
Instansi Pemerintah.

2. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam
huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang
diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang
bersangkutan.

3. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam
huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung
jawab terkait dengan penerapan SPIP.

f. Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f
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dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang- kurangnya hal-hal

sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan
pemberhentian pegawai.

2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.

3. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya
harus  Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas  pencapaian  tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, Memberikan
peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan
Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan
adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.
Instansi telah melakukan hubungan kerja yang baik dengan IP yang
mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, dan yang
mekasanakan tanggung jawab pengendalian lintas instansi, sehingga
tercipta mekanisme saling uji dan saling berkoordinasi dan selalu
berhubungan dengan APIP Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
(Inspektorat, BPKP, dan BPK).

2. Penilaian Risiko
Unsur kedua dari SPIP yaitu penilaian risiko. Menurut PP Nomor 60
Tahun 2008, penilaian risiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran
instansi pemerintah. Dalam menerapkan penilaian risiko, pimpinan

instansi pemerintah berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 wajib
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melaksanakan hal-hal sebagai berikut identifikasi risiko dan analisis

risiko.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan unsur
ketiga SPIP yang wajib diterapkan dalam instansi pemerintah. Kegiatan
pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko
serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara
efektif. Kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat berupa Reviu atas
Kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, Pembinaan sumber daya
manusia, Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, Pengendalian
fisik atas asset, Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran Kinerja,
Pemisahan fungsi, Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting,
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian,
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, Akuntabilitas
terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan Dokumentasi yang baik

atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi

Unsur SPIP berikutnya adalah informasi dan komunikasi. PP Nomor 60
Tahun 2008 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah yang
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; sedangkan
komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan
menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Sehubungan dengan
definisi tersebut, maka PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk
menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, pimpinan
instansi pemerintah minimal harus:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi, antara lain berupa pedoman kebijakan dan prosedur, surat
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edaran Notulen rapat staf, laporan bulanan termasuk pula tindakan
pimpinan yang mendukung implementasi SPIP Informasi dari sumber
internal dan eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsi telah
diperoleh dan disampaikan kepada Pimpinan IP.

2. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui system informasi

secara terus menerus.

5. Pemantauan
Unsur terakhir dari SPIP adalah pemantauan pengendalian intern di mana
PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pemantauan pengendalian
intern sebagai proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian
intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan
evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern
menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat dilakukan dengan cara:
Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah dan Tindak lanjut

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

4.3. Gambaran Pelaksanaan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Lampung.

Kartu kendali merupakan bagian dari aktivitas pengendalian minimal yang
dilaksanakan oleh satker untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan kegiatan
dibidang kepegawaian, keuangan (termasuk pengelolaan dana hibah), barang
milik negara, dan kinerja dalam bentuk laporan maupun kegiatan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi sudah terlaksana secara efektif, dan efisien,
transparan, dan akuntabel. Penerapan kartu kendali SPIP bulanan melalui
rapat pleno merupakan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja sekretariat

dan wujud dari pengarahan atau evaluasi dari pimpinan.

Penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi berdasarkan Keputusan KPU Nomor
21 Tahun 2021, sebagai berikut:
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1. Kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang dilakukan oleh
masing-masing fungsi, baik SDM, Keuangan, BMN, Program, Logistik,
Teknis, dan Hukum).

2. Mengisi kartu kendali SPIP tingkat satker dilaksanakan dalam forum rapat
pleno minggu pertama. Setiap kartu kendali SPIP (kendali bidang
kepegawaian, anggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi keuangan,
perjalanan dinas, SAKIP, persediaan dan aset BMN, dan matriks tindak
lanjut hasil pemeriksaan) ditandatangani oleh Divisi Hukum dan
Pengawasan serta Sekretaris KPU Provinsi.

3. Mengisi kartu kendali SPIP tingkat wilayah dilaksanakan dalam forum
rapat pleno minggu kedua. Kartu kendali SPIP tingkat wilayah merupakan
hasil kompilasi dari kartu kendali SPIP seluruh satker di lingkup suatu
Provinsi.

4. Penyampaian kartu kendali ke KPU RI dilakukan berupa softcopy/ file
PDF dengan surat pengantar yang ditandatangani sekretaris.

5. Kartu kendali merupakan media pertanggungjawaban kegiatan dari
Sekretariat kepada Komisioner dan media monitoring pengawasan dan
pembinaan dari Komisioner ke jajaran Sekretariat.

6. Tanggung jawab akhir SPIP di KPU Provinsi berada di bawah Divisi
Hukum dan Pengawasan.

7. Sekretaris KPU Provinsi memberikan sanksi/teguran kepada KPU
Kabupaten/Kota sebagai unit kerja yang terlambat/tidak menyampaikan
Kartu Kendali sesuai ketentuan. Begitu pula Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota memberikan sanksi/teguran kepada penanggung jawab di
setiap sub bagian apabila terlambat dalam menyampaikan dokumen
pendukung pengisian kartu kendali.

8. Monitoring on desk pada KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan
implementasi SPIP di KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

9. Membuat laporan SPIP per tahunnya.

Secara singkatnya di KPU Provinsi Lampung tentang penyusunan dan
pengumpulan kartu kendali berdasarkan hasil wawancara dengan informan

yaitu Meliana (operator) adalah sebagai berikut para penanggung jawab di
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setiap sub bagian menyerahkan dokumen dan bukti dukung berupa softcopy
ke operator SPIP kemudian semua dokumen dan bukti dukung tersebut di
input dalam link kartu kendali SPIP kemudian dikirimkan melalui email ke

Inspektorat KPU RI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Gambaran Kontribusi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

dalam Mewujudkan Good Governace pada KPU Provinsi Lampung

Alasan atau latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Paket
Reformasi Keuangan Negara menuju Good Governance atau tata kelola yang
baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adopsi
dari COSO Internal Control Framework dengan dilakukan penyesuaian-
penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di
Indonesia. SPIP ini bersifat integrated dan merupakan suatu proses yang terus
menerus dilakukan oleh Instansi Pemerintah serta bersifat dinamis dan

mengikuti seiring dengan perkembangan jaman.

Untuk menjawab tantangan terhadap makin kompleknya proses pemberian
pelayanan kepada masyarakat yang merupakan amanat pemerintah
sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Warga
Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan
perdamaian abadi”, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-
undang tentang keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan aturan
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pelaksanaan atau petunjuk teknis terhadap Undang-undang di bidang
keuangan Negara tersebut.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya
sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal
ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan
kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.
Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi
Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai
dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali,

serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai
bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat
mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan
keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai
Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas,

dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Dengan demikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan
hal yang sangat dibutuhkan demi kemajuan kegiatan kedepan terutama bagian
keuangan yang rentan penyelewengan dana serta untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan, serta berdasarkan visi, misi, dan strategi. Sebagaimana tujuan
ditetapkannya PP nomor 60 tahun 2008 ini adalah untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Melalui PP nomor 60 tahun 2008 ini pemerintah mendorong agar
terciptanya pengendalian intern dalam pengelolaan organisasi penyelenggara
negara untuk dapat mengantisipasi resiko terjadinya kerugian negara serta

untuk mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan Negara.



V1. PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
Dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung, penelitian ini
menyimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP pada KPU
Provinsi Lampung belum optimal. Dari 5 unsur SPIP yang telah
dilaksanakan, satu unsur penyelenggaraannya terlaksanakan dengan
optimal yaitu unsur lingkungan pengendalian, dan empat unsur SPIP
lainnya yaitu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal, penyelenggaraannya
terlaksana tetapi belum secara optimal.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan SPIP
Dari 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan SPIP di KPU Provinsi
Lampung ada 3 faktor yang terlaksanakan dengan optimal yaitu faktor
komitmen, faktor keteladanan dari pemimpin, dan faktor ketersediaan
infrastuktur tetapi faktor SDM yang merupakan soft control dalam
penerapan SPIP ini tidak terlaksanakan dengan optimal padahal faktor
SDM merupakan modal utama dan penggerak dalam suatu organisasi.

3. Good Governance
Pelaksanaan SPIP memberikan kontribusi yang belum optimal bagi KPU
Provinsi Lampung dalam menciptakan prinsip good governance yakni

kewajaran, tranparansi, akuntabilitas tangung jawab dan kemandirian.
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4. Hambatan Pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung belum menjalankan kegiatan
SPIP ini dengan optimal karena masih kurangnya personil yang diberi
tanggung jawab terhadap pelaporan SPIP ini. Hal ini terjadi disebabkan
oleh keterbatasan pemahaman SPIP oleh satgas bersangkutan dan juga
disebabkan oleh kesibukan yang luar biasa dari satgas tersebut dalam
menjalankan rutinitas harian mereka.

5. Upaya Yang Telah Dilakukan KPU Provinsi Lampung
Upaya yang telah dilaksanaka KPU Provinsi Lampung dan menghasilkan
perkembangan yang lebih baik salah satunya yaitu telah membuat sebuah
trobosan, inovasi berupa membuat applikasi E-SPIP laporan SPIP yang
tiap bulannya dan bisa digunakan oleh seluruh satker KPU Provinsi

Lampung dan juga Kota/Kabupaten.

6.2. Saran

Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Bekerjasama dengan BPKP sebagai Pembina Penyelenggara SPIP yang
ditunjuk oleh Presiden untuk membuat langkah praktis bagi KPU tentang
penerapan SPIP. Karena setiap instansi mempunyai bentuk dan ciri yang
berbeda dengan instansi lainnya. Diharapkan dengan bekerjasama, hal
tersebut dapat memberikan tuntunan dan kemudahan kepada KPU pada
saat diklat, bimtek, dan/atau sosialisasi dengan narasumber dari BPKP.

2. Mengadakan bimtek, dan diklat dengan BPKP dan/atau Inspektorat KPU
RI secara kontinyu dan luring serta waktu yang cukup sehingga akhirnya
instansi KPU berkomitmen untuk membangun SPIP lebih baik.

3. Membentuk badan tertentu sebagai perpanjangan tangan Inspektorat
Jederal KPU di setiap KPU provinsi, menambahan jumlah auditor melalui
penyesuaian/inpassing dan seleksi CPNS, mewajibkan penandatangan
pakta integritas untuk seluruh pegawai, penambahan jumlah anggaran

untuk penyelenggaraan SPIP.
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